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Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2AL4 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Natuna, maka perlu disusun tugas pokok, fungsi
dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pa::nong Fraja Kabupaten
Natuna;

b. bahura berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu merretapkan Peraturan Bupati
tentang T\.rgas Pokok, Fungsi dan Uraian Tlrgas Satuan
Polisi Pamong Preia Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme {Lembariar} Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia. Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentul<an Kabupaten Pelalawan, I(abupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabtlpaten Kuantan Sinsngl
dan Kota Batam {Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902),
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang Perubahan
Ketlga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabrrpaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hiiir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, I(abupaten Kuantaa Singingi
dan Kota Batam {Lembaran Negara Republik Indonesia
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5.

Tahun 2OO8 Nomor 1O7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a88O);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 1.11, Tarrrbahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor a2371;,

4. Undang-Undang Namor L2 Tahun ?ALL tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undaagan {L,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun zAlL Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a38eh

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintah
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20-14
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 55S7) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun
2Ot4 tentang Pemerintahan Daerah {i,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Norror 58, ?ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ffi791;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahaa Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 82, Tambahan kmharan Negara Republik Indonesia
Nomor a7371;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 ?ahun 2OOT tentang
Orga:risasi Perangfuat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AAT Nomor 89, Tambahan kmba-ran
Negara Republik Indonesia Nomor A7a\;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O1O tentang Satuan
Polisi Pamong Prda {Iembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2AlA Nornor 9, Tambahaa Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 509a);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4O Tahun ZOLL
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2O11 Nomor 59O);

10. Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 5+ Tahun 2Q11
tentang Standar Opem.sional Prosedur Satuan Polisi Pamong
Preia {Berita Negara Republik Indonesia ?ahun 2011 Nomor
7os);

I_ 1. peiaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2Al4
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2O7+ Nomor 32);

6.

7-

8.

9.
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Al4
tentang Penyelen€€araan Perlindungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nornor 1837);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2074
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Natuna;

MEMUTUSI(AN:

: PERATURAN BUPATI NATUNA
FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
PRAJA KABUPATEN NATUNA.

1"

2.

3.

4.

TENTANG TUGAS POKOK,
SATUAN POLISI PAMONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Natuna;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Kabupa.ten Natuna;

Perangkat Daerah. adalah unsur pembantu kepala daerah
dalam penyelenggaraan pemeriatah daerah yang terdiri
dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Pemrakilan
Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lernbaga Teknis
Daerah.

Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Natuna;

Polisi Parnong Prqia adalah unsur penuajang pemerintah
daerah yang disrahi wewenarlg, trrgas dan tanggung
jaurab menunjang penyelenggaraan urusan di bidang
Penegakan Perundang-undangan Daerah, Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan
Masyarakat serta Pemadaman Kebakaran.

Ketertiban umum dan ketenteraman maslrarakat adalah
suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan rnasyarakat dapat melakukan
kegiatanaya dengan tenteram, tertib dan teratur;

Perlindungan masyarakat ]rang selaajutnya disebut
Linmas adalah komponen khusus kekuatan pertahanan
keamanan Negara yang mampu berfungsi membantu
masyarakat menanggulangi bencana maupun
memperkecil akibat malapetaka dengan mewujudkan
keselamatan masyarakat dari akibat bencana dan
malapetaka, ager korban jiwa, kerugian harta benda dan

5.

6.

7.
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kerusakan lingkungan dapat diperkecil, sehingga tercipta
kondisi masyarakat yang €unan, tertib dan tenteram;

9" Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selar{utnya disingkat
PPNS adalah Pejabat Penyidik Pega*'ai Negeri Siprl
tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna
yang diberi $rewerang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran
peraturan daerah dan trreraturan pelaksanaannya;

1O. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang
melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
tugas yang dimilikinya.

11. Penegakan Peraturan Daerah adalah rrpaya
aparatfmasyarakat melaksaaakan Perda sesuai dengan
ketentuan yar;rg berlaku dan penegakan atas pelanggaran
Perda, serta tindal<an penertiban terhadap pnyimpangan
dan pelanggarannya;

12. Patroli adalah mengelilingi suatu wilayah tertentu secara
tertentu bersifat rutin;

13. Penjagaan tempat-tempat penting dan kegiatan tertenttr
(pengamanan) adalah merupakan salah satu tugas
melekat pada Satpol Polisi Pamong Praja sebagai aparat
Pemerintah Daerah dalam meayelenggarakan
ketenteraman dan ketertiban urnum;

14. Pembinaan adalah segala usaha dan kegiatan
membimbing, mendoroag, mengarahkart, menggerakkan
termasuk kegiatan koordinasi dan bimbingan teknis
untuk pelaksanaan sesuatu dengan baik, ter,atur, rapi
dan seksama menurut rencanaf program pelaksanaan
dengan ketentuan, petunjuk, rlorxna, sistem dan metode
efektif dan efi.sien untuk mencapai tujuan dengan hasil
yang optimal;

15. Penyuluhan adalah suatu kegiatan Satpol PP dalam
rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang
Perda dan Peraturan pelaksanaaanya kepada selumh
masyarakat, deagan harapan dapat meningt<atkan
kesadaran dan kepahrhan sehingga tindak pelanggirran
menjadi turun;

16. Kesamaptaan adalah suatu kegiatan yang bertqjuan
untuk meningkatkan SDM anggota Salpol PP dan anggota
Linmas melalui latihan dasar yang berkaitan dengan
tupoksi Satpol PP dan Linmas.

BAB II
Bagran Kesatu

Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 2

Satuan Polisi Pamong kaja mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerirtahan daerah di
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bidang penegakan peraturan daerah, ketertiban umum dan
ketentraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada pasal 2, menyelenggarakan
fungsi:

a. Pen5rusunan program dan pelaksa*aan penegakan
Peraturan Daerah dan Perattrran Bupati, penSrelenggaraan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. serta
perlindungan masyarakat;

b. Pelaksanaan kebidakan penegakan Perda dan Perbup;

c. Pelaksanaan kebijakan perneliharaan dan
peayelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

d. Pelaksanaan kebiiakan perlindungan masyarakat;

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati, serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman masyarakatdeagan Aparat
Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PNS) dan atau aparatur lainnya;

f. Pengawasam terhadap masyarakat, aparatur atau badan
agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati;

g. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan ketertiban
umum dan keteatramam masyarakat dalam pelaksanaan
operasi, pengendalian, sarana, bantuan dan pemadamarr
kebakaran;

h. Pelaksanaan urusan pelatihan dan keterampilan anggota
Satuan Polisi Pamong Prqia dan Pemadam kebakaran;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diserahkan Bupati sesuai
lingkup tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi
'Pasal4

t1) Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:

a. Kepala Satuan;

b, Sekretariat;

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah;

d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
' Masyarakat;

e. Bidang Sumber Daya AParatur;

f. BidangPerlindunganMasyarakat;

g. Kelompok Jabatan Fungsional;
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{2'l Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap
tsidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertangungiawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja,

Bagran Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

{U Selrretariat mempunyai tugas melaksanakan, men1ruslln'
merencanakan program, mengelola keuanga:r, lrrusan
umum dan kepegawaian;

l2l Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud pada ayat (1!, Selcretaris mempunyai fungsi :

a. Perencanaan, pengelolaan, pengendalian dan
pengkoordinasian urusan umtrm, keuangan,
perencanaan, evalrrasi dan pelaporan;

b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas dan fungsinYa.

(3) Uraian Tugas Selrretariat meliputi :

a. Merencanakan, mengelola, mengendalikan, serta
mengfuoordinasikan operasional ketatausahakan,
kepegawaian, keuangan, kehumasan dan
dokumeatasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperluan alat tulis kantor (AfKl, ruang trrrkantoran,
perencana€m, evaluasi dan pelalroran program
kegiantan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b, Meagoordinasikan pemaduserasian pen5rusunan
RENSTRA dan RENJA Satuan Polisi Pamong Prqia
dengan RPJPD, RPJMD dan RI(PD;

c. Menyelenggarkan per{rusunan RENSTRA dan RENJA
Satuaa Polisi Parnong Praja dalam rangka kelancaran
tugas;

d. Menghimpun bahan-bahan RPJPD dan RPJMD bidang
keteateraman, ketertiban llmlrm, penegakan
Peraturan Daerah dan PeraturanlKeputusan
Bupati,sumber Daya Aparatur serta Perlindungan
Masyarakat sebagai bahan penJrusulan RPJPD dan
RPJMD Kabupaten;

e.' Menghimpun bahan-bahan LPPD Tahunan dan LPPD
Akhir Masa Jabatan Bupati bidang ketenteraman dan

' ketertiban trmlrm, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan/Keputusan Bupati, serta Perlindungan
Masyarakat sebagai bahan pen5rusunan LPPD
Tahunan dan LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;
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c,

h.

1.

Menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan
akhir masa jabatan Bupati pada bidang ketenteraman
dan ketertiban trmrrm, penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan/Keputusan Bupati serta trrrlindungan
masyarakat;

Men5rusun laporan akuntabilitas kinerja satuam polisi
pamong preia sebagai pertanggungiawaban kepa.da
bupati;

Mengoordinasikan perr5rusunan laporan evaluasi
kinerja masing-masing kegiatan urusan
ketenteraman, ketertiban rrmum, penegakan
Peratura* Daerah dan Perahrran/Keputusan Bupati,
Sumber Daya Aparatur serta Perlindungan
Masyarakat di lingkungan satuan polisi pamong prqia;

Mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan
minimal urusan ketenteraman, ketertiban lrmllm,
penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan/Keputusan Bupati, Sumber Daya Aparafi'rr
serta Perlindungan Masyarakat di liagkungan Satuan
Polisi Pamong Praja;

j. Mengoordinasikan perrJrusunan kebliakan dan
peraturan laicnya dalam penyelenggaraan
pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban
umum,penegakan Peraturan Daerah dan
PeraturanlKeputusan Bulmti, Sumber Daya Aparatur
serta Perlindungan Masyarakat;

k. Mengoordinasikan perr5rustrnan standar operasional
prosedur urusan ketenteraman, ketertiban lrmllm,
penegakan Peraturan Daerah dan
PeraturanlKeputusan Bupati, Sumber Daya Aparatur
serta Perlindungan Masyarakat;

l. Mengoordinasikan usulan pegawai yang mengikuti
pndidikan dan pelatihan tekrris serta fungsional
penjenjangan;

Mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama
dengan instansi vertikal dan/ataupihak swasta;

Mengoordinasikan trrenyelenggaraan kegiatan-kegiatan
KORPRI dan DHARMA WANITA PERSATUAN di
Iingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengoordinasikan pelaksanaan gerakan disiplin
pegawai di lingfuungan Satuan Polisi Pamong Ptaaa;;

Memberikan sarar dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

q. Membagi tugas dan memberi petuqiuk kepada
baurahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

la.

o.

p-
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(u

(2)

t1)

t2l

r. Melaksanakan tugas
diberikan oleh atasan.

kedinasan lainnya yang

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program,

b. Sub tsagian Keuangan;

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tiap-tiap Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan
bertanggungiawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Program mempurryai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dibagianprogram,
menlrusun rencana kerja dan anggaran tahunan Sahran
Polisi Pamong Praja, melaksanakan kegiatan dibagian
perencanaan, membuat laporan akhir tahun dan laporan
lainnya.

Uraian Tugas Sub Bagian Program meliputi :

a. Men5rusun visi dan misi sattlan, menghimpun
Rencana Kerja Anggaran (RKA) Sekretariat dan
Bidang;

b. Merqrusun Rencana Strategis (Renstra| dan Rencana
Kerja {Renja} Satuan Polisi Pamong PrAia dengan
RPJPD, RPJMD dAN RKPD;

c. Men;rusua RPJPD dan RPJMD dalam lingkup Satuan
Polisi Pamong Praja sebagai bahan pen5rusunan
RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

d. Menlrusun Lapomn Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah {LPPD} Tahunan dan LPPD Akhir Masa
Jabatsn Bupati dalam lingkup Satuan Polisi Pamong
Praja sebagai bahan penlnrsunan LPPD Tahunan dan
LPPD Akhir Masa Jabatan Bupati;

e. Mensrusunlaporan Keterangan Pertanggungjawaban
(Il(P4 akfrir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja;

f. Men5rusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah ttAIilP) Satuan Polisi Pamong Praja

. sebagai pertanggungiawaban kepada bupati;

g. Pemberian petunjuk kepada banrahan mengenai
pelaksaaaan tugas masing-masing dengan arahan
agar terlaksana dengan baik dan benar;
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h, Melaporkan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian
Program untuk diketahui tingkat kinerja yang telah
dilaksanakan;

i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahann5ra;

j. Mempelajari memahami dan melaksanakan peraturan
perundang-uadangan yang berkaitan dengan ling!rup
tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

k. Memberikan safian dan pertimbaagan teknis kepada
atasan;

l. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebliakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan pen1nrsrman program-program pada Sub
Bagian Tata. Usaha sebagai pedoman dan landasan
kerja;

n. Menginventarisasi permasalaharl yang berhubuogan
dengan penlrusunan prograrn-program di lingkungan
Sub Bagian Tata Usaha serta menyiapkan bahan-
bahan dalam rangka pemecahan masalah;

o. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub
Bagan Tata Usaha berdasarkan dispsisi atasan agar
tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

p. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(U Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dan fr.mgsi Sekr.etaris dibagian
administrasi keuangan, menJru$ull rencan€l kerja dan
anggaran tahunan Sub Bagian Keuangan dan rencana
kerja dan anggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja
beserta perubahan dan perhitungannya, meagaqrasi dan
membina para gregavrat yang memba:rtunya.

{21 Uraian T\rgas Sub Bagian Keuangan meliputi :

.a. Merencanakan dan melaksanakan kegi.atan
administrasi keuangan pada satuan polisi pamong
prqia;

b. Pembagian pelaksanaan tugas admirristrasi keuangan
pada satuan polisi pamongpraja;
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c. Men5rusun reacana dan program kerja operasional
administrasi dan pertanggungiawaban

pengelolaan keuangan Satuan;

Mel.raksanakan Pengelolaan administrasi keuangan
anggarran pendapatan dan belanja;

Melaksanakan pen5rusunan dao pengkoordinasian
pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan
bagi pegawai negeri sipil;

Melaksanakan penatarrsahaan pengelolaan angg€rran
pendapatan dan belanja Satuan;

Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan dan
penyiapan bahaa administrasi akuntansi anggaran
pendapatan, belanja dan pembiayaan Satuan;

Men5rusun lalroran pertanggungiawaban atas
pelaksanaa-n trrengelolaan anggaran pendapataa,
belanja dan pembiayaaa Satuan;

Melaksanakan penglroordinasian pen5 rsrmarr reneana
dan program kerja pngelolaan keuangan dengan para
kepala Bidang di lingkungan Satuan;

Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan
agar terlaksana dengan baik dan benar;

Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

1. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan dilingkup tugasnya
serta mencari alteraatif pmecahannya;

m. Mempelajari raemahami dan melaksanakan peraturan
perundangan-undangan yarrg berkaitan dengan
lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

rl. Memberikan saran dan pertimbangaa teknis kepada
atasan;

Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan
mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

Meaghimpun daa mempelajari peraturan perundang-
undanga::, kebiiakan teknis, pedornan dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainaya yang berhubungan
dengan peilJrusunan program-progrEun pada Sub
Bagran Keuangan sebagai pedoman dan landasan
kerja;

Meaginventarisasi permasalahan yanrg berhubungan
dengan pen5rusunan program-program di lingl<ungan

d.

e.

f.

TJb'

h.

J.

k.

o.

p.

q.
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Sub Bagian Ketrangan serta menyiapkaa bahan-bahan
dalam rangkap pemecahan masalah;

r. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub
Bagian Keuangan krdasarkan disposisi atasan agar
tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

s. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

t. Melaksa:rakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan atasan;

Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretaris di
bagian administrasi umum dan kepegawaian, men1rusun
rencarla kerja dan anggaran tahunan Sub Bagian umum
dan Kepegawaian, melaksanakan urusan-urusan
ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian,
kerumalrtanggaan serta perlengkapan perkantoran
Satuan Polisi Pamong Praja, mengawasi dan membina
pegawai di lingkungan Satuan Pohsi Pamong PrAia;

{21 Uraian Tugas Sub Bagian Umum Dan Ketrregawaian
meliputi :

a. Menlrusun progr,rm, rencana kegiatan dan angaran
tahunan Sub Bagian Umum dan Ketrregawaian;

b. Melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan,
kearsipan, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta
perlengkapan Satuan Polisi Pamong Praja;

c. Melaksanakar pelayanan administrasi umum kepada
seluruh urasur organisasi Satuan Po1isi Pamong Praja;

d. Mel;aksanaka& pengumpul,an, pengolahan,
penyimpanan dan pemeliharaan data dokumeatasi
kepegannaian Satuan.

e. Mengamankan dan pmeliharaan aset milik daerah
yang berada dalam penguasaan satuan polisi pamong
prqia;

f. Menlrusun rencana kebutuhan peralatan dan
perlengkapan Sattran, trrengadaan perlengkapan dan
peralatan satuan, pendistribusian barang keperluan
Satuan, serta pemeliharaan dan pemanfaatan
barang/aset milik daerah yang berada dalam
penguasaan satuan polisi pamong prqia;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan mengenai
pelaksanaan tugas masing-masing dengan arahan

' agar terlaksana dengan baik dan benar;

h. Melaporkan kegiatan Sub Bagtan Umum dan
Kepegawaiaa kepada Sekretaris untuk diketahui
tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;
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Menginventarisasi permasalahan-permasalahan
sesuai bidang tugas Sub Bagran Umum dan
Kepegawaian secara rutia malrpun berkala sebagai
bahan pemecahan masalah;

j. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Sub
Bagan Umtrm
disposisi atasan
yang dibutuhkan;

Mengevaluasi hasil kegiatan pertahun aaggaran Sub
Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan capaia-rt
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyemplrrna€tnnya;

Melaksanaan tugas tain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Paragraf 2

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah

dan Kepegawaian berdasarkan
agar tersedia konseP naskah dinas

(U

{21

Pasal 1O

Bidang Penegakan Perundang-undaagan Daerah
mempunyai tugas memimpin, merencanakan,
*.*bi*bittg, mengawasi dan memberjkan petunjuk bagi
pelaksanan tugas bawahan, serta mengendalikan kegiatan
penyelenggaraan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan Bupati yang meliputi pembinaam,
pengawasan, penyelidikan dan penyidikan;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
pasal LO ayat {1}, Bidang Penegakan Perundaag-undangan
Daerah memiliki fungsi:

a. Penetapan perrJrusllll.a[ r'encafladan program kerja
p*n gukan peraturan perundang*undangan daerah;

b. Penetapan ru{lusar kebijakan teknis penegakan

trreraturan perundang-undangandaerah;

c. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan trreraturan
pemndang-undangan daerah;

d. Penetapan rumusan pdoman dan supervisi
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

e. Perretapan rumllsan pembinaan, pengawasan dan
penegakan peraturan prundang-undangan daerah;

Penetapan rumusan bahan koordinasi
penyelenggaraan penegakan peratrrran perundang-
undangan daerah;

Penetapan rumusarl kebijakan teknis operasional
p*t y*lidikutt, penyidikan dan pemeriksaan
p*t".tggrturr ketentuan peraturan perundang-
i*at ri"tt daerah serta fasilitasi pembinaan
operasional pel,aksanaan ttrgas PPNS;

o
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h- Penetapan rumusarr penJrusurlan bahan fasilitasi dan
lrmbinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

i. Penetapan rumusan kebijakan telcrris bentuk dan
jenis pelanggaran peraturan peruadang-undangan
daerah;

j, Pelaksanakan hrgas penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;

k. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan
perundang-undangan daerah;

l. Pelaksanaan koardinasilkerja sama dan kemitraan
dengan udt kerja/instansillembaga atau pihak lstiga
dibidang penegakan peraturan perundang-undangan
daerah;

m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesrrai dengan
bidang tugas dan fungshy";

Uraian T[gas Bidang Penegakan Perundang-Undangan
Daerah meliputi :

a. Merencanakan dan program kerja penegakan
peraturan perundang-undangandaerah;

b. Merumuskan kebijakan teknis penegakan peraturan
perundang-undangan daerah ;

c. Memfasilitasi penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;

d. Merumuskaa trredoma:r dan supenrisi penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;

e. Merumuskan pembinaan, peaga\pasan dan penegakan
peraturan perundang-undangan daerah;

t Merumuskaa bahan koordinasi penyelenggaraan
penegakan peraturan peruadang-undangan daerah;

g. Merumuskan kebi$akan teknis otrrerasional
penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan
pelanggaran ketentuan peraturan perundang-
undangan daerah serta fasilitasi pembinaan
operasional pel,aksanaan tugas PPNS;

h. Merumuskan penlrusunan bahan fasilitasi dan
pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;

i. Merumuskan kebiiakan telsris bentuk dan jenis
pelanggaran peraturan penrndang-undangan daerah;

j. Melaksanakan tugas penegakan peraturan
perundang-undangan daerah;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan
perundang-undangan daerah ;

l" Pelaksanaan koordinasilkerja sanla dan kemitraan
dengan unit kerjalinstansillembaga atau pihak keti8a
dibidang penegakan peraturan prundang-undangan
daerah;
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m. Menginventarisasi perrc.asalahan- pernasalahan
sesuai bidang tugas Bidang Penegakan Perundang-
Undangan secara rutia manlpun berkala sebagai
bahan pemecahan masalah;

Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Bidang
Penegakan Perundang-Undangan Daerah berdasarkan
disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas
yang dibutuhkan;
Mengevaluasi hasil kegiatan pertahua anggarafl
Bidang Perundang-undangan berdasarkan capaian
pelaksanaan kegiatan sebagai bahan
penyempurnaarulya;

Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan
Bidang Perundang-undangan kepada Sekretaris
secara periodik sebagai bahan pertanggungfawaban;

Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;

Pasal 11

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri
dari;

a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan
Perundang-undangan.

Pasal 12

Seksi Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas
memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan
mel,aporkan kegiatan lingkup pengembangan kapasitas
dan penerapan atufttrt dan prosedur pel,aksanaan tugas
serta membina, mengawasi kepada masyarakat dalam
penegakan peraturan daerah, Frahlran/keputusan
Bupati, membimbing, memberi petunjuk dan tugas
kepada basrahan, memeriksa, mengoreksi hasil kerja
bawahan dan membuat laporan kegiatan Seksi
Pembinaan dan Pengawasan;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (U, Seksi Pembinaan daa Pengann'asan memiliki
fungsi:

a. Pen3rusunan rencana dan program kerja operasional
pembinaan, pengawasan dan penegakan peraturan
pemndangan-urtdangan daerah ;

q-
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b. Pelaksanaan perlrusuna.n dan pengolahan bahan
pembinaan, pengavrasan dan peraturan perundang-
u:rdangan daerah;

c. Pelaksanaan pen3msunan dan kebiiatan teknis dan
fasilitasi pembinaan, trrengawasan dan pen5ruluhan
perattrran-peratr:ran perundang-undangan daerah;

d. Pen5rusunan bahan pembinaan, pengawasan dan
penegakan peraturan prundang-undangan daerah;

e. Pengolahan data , pengawas€rn dan
penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

t. Pen5rusunan dan fnyampaia:r saran dan
pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan
kebi$akan;

g. Pelaksanaan pelaporan dan dan evaluasi pelaksanaan
tugas pembinaan, pengawasan dan peraturan
perundang-undangan daerah ;

h. Pelaksanaan koordinasi pembinaan, pe$gawasan dan
peraturan trrenrndang-undangan daerah;

i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsirrya.

Uraian Ttrgas Seksi Pembinaan dan Pengawasan meliputi:

a. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah dalam rnelaksamakan pembina.an, peltgawasan
dan pengendalian dalam menegaldran Peraturan
Daerah dan Peratr:ran Bupati tentang tugas, fungsi
dan uraian tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah
Pemerintah l(abupaten Na&raa;

b. Menyusun rencana program kerja berdasarkan data
tahun sebelumnya sebagai bahan dalam pelaksanaan
kegiatan pembinaan dan trrengawasan;

c. Mengumpulkan dan rnengelola informasi yang
berhubungan dengan pembinaan dan pengawasan;

d. Melaksanakan koordinasi dengan dinas dan instansi
terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

e. Melaksanakan pembinaan dan atau sosialisasi
penegakan trreraturan perundangan-uadangan daerah
berupa pembinaan perorangan dan pembinaan
kelompok;

f. Menyiapkan bahan perl5rusrman kebijakan, pedoman
dan petunjuk tekrris di seksi pembinaan dan

. perlgawasan;

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis
atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;
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h. Mernberi petunjuk kepada bawahan dengan cara
tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan
memahami pekerj aannya;

Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pekerjaan
bawahan berdasarkan hasil kerja dengan
membandingkan dengan petunjuk kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyempurnaaBnya;

Menilai kinerja p*a bawahan di lingkungan Seksi
Pembinaan dan Penga'wasan berdasarkan ketentuan
yarrg berlaku untuk dipergunakan sebagai batran
dalam pembinaan dan peningfuatan karier;

Menghimpun dan mempelajari peratrrran perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petuqiuk
tekrris serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan penyusunan program-prograrn pada Seksi
Pembinaan dan Pengawasan sebagai trredoman dan
landasan kerja;

Memkrikan saran pertimbangan kepada Kepala
I(antor tentang langkah-langkah atau tindakan yang
perlu diambil baik secara terhrlis maupun lisan
sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan
keputusan;

Menginventarisasi permasalahan yang berhubungaa
dengan perr5rusunan program-program di lingkungan
Seksi Pembinaan dan Pengawasan serta menyiapkan
bahan-bahan dalam rangla pemecahan masalah;

Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Seksi
Pembinaan dan Pengawasan berdasarkan disposisi
atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang
dibutuhkan;
Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan data,
infonrrasi dan laporan yang diterima sebagai bahan
penyempurnaan lebih lanju!
Menyampaikan lalroran hasil pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

Mel,aksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
yang dikrikan atasan.

Pasal 13

dan Penyidikan mempunyai tugas

m-

11.

p.

q.

(U Seksi Penyelidikan
merencanakan, meflumptn, melaksanakan,
mengendalikaa dan menyelesaikan kasus-kasus
pelanggaran paraturan daerah, membimbing, memberi
petunjuk dan tugas kepada bawahan, memeriksa,
mengoreksi hasil kerja bawahan dan membuat laporan
kegiatan seksi penyelidikaq dan peayidikan;
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t2l Dalam menjalankan tugas sebagairaana dimaksud pada
ayat {U, Seksi Penyelidikan dan Penyidikan memiliki
fungsi:

a. Pelaksanaan pen3rustman kebijakan teknis
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran trrerahrran-
peraturan perundang-undangan daerah;

b. Pen5rusunar rencana dan program kerja operasional
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan
perzrndangan-undangan daerah ;

c. Pelaksanaan penj'elidikan dan pnyidikan atas
pelangaran perahran perundang-undaugan daerah;

d. Pengolatran data penyelidikan dan penyidikan
pelanggaran penegakan peraturan perundang-
undangan daerah;

e. Pen5rusunan dan pnyarnpaian strran dan
pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan
kebijakan;

f" Pelaksanaan pelaporan danevaluasi pelaksanaan
tugas penyelidikan dan penyidikan pelanggaran
peraturan perundang-undangan daerah;

g. Pelaksanaan koordinasi penyelidikan dan penyidikan
atas pelanggaran peraturan perundang-undangan
daerah dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Linglungan Pemerinteh Daerah Kabupaten Natuna
dan Penyidik Kepolisian Repubtik Indonesia;

h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

{3} Uraian Tugas Seksi Perryelidikan dan Penyidikan meliputi:

a. MenSrusun bahan rurrusan kebiiakan teknis
penyelidikan dan penyidikan;

b. Men3n-rsun rencana program dan retr.earLa- kerja
anggaran pada seksi penyelidikan dan penyidikan;

c. Mengumpulkan dan mengelola informasi yang
berhubungan dengan penyelidikan dan penyidikan;

d. Melaksanakan pemberdayaan dan pengendalian
Penyidik Pegawai Negeri Sipll dalam penegakan
Peraturan Perundaag-undangan Daerah;

e. Men5rusun bahan fasilitasi dan koordinasi Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan proses
penyelidikan dan penyidikan;

f. Melaksanakan penindakan preventif non 5rustisial atas
. plangaran Peraturan Perundang-undangan Daerah;

g. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan atas
pelanggaran Per:atu{an Perundang-undangan Daerah;

h. Melaksanakan penghentian kegiatan dan atau
penyegelan dengan garis pembatas



(l)

(2)

Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran Peraturan
Perundang-undangan Daerah ;

i. Menyiapkan bahan administrasi berkas perkara
terhadap pelangaran Peraturan Perundang-undangan
Daerah;

j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data
dan informasi terhadap pelanggaran Perattrran
Perundang-undangan Daerah;

k. Melaksanakan monitoring. evaluasi dan pelaporan
pada seksi penyelidikan dan penyidikan;

1. Men5rusun laporan realisasi anggaran dan kinerja
Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

m, Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 14

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenterama.n Masyarakat
mempurryai tugas pokok memimpin, merencanakan,
membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan, serta mengendalikan dan
mengevaluasi kegiatan menyeleaggarakan Ketertiban
Umum dan Keteateraman MasYarakat;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat memiliki fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan SKPD,
Instansi lainnya, masyarakat serta Lembaga
organisasi Lainnya;

b. Pelaksanaan sosialisasi, pengawasan dan pembinaan
terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati
aturan yang berlaku ;

c. Pemberian peringatan terhadap masyarakat dan
pelaku usaha yang melanggar atura:r yang berlaku;

d. Pemberian rekomendasi atau srrrat keterangan lain
yang keterkaitan atau hrhuhungan dengan
ketertiban umum dan keteateraraan masyarakat;

e. Pelaksanaan kebiiakan perizinan pemanfaatan gedung
instansi pemerintah dan swasta dalam upaya

' pencegahan, pengendalian dan penanggulangan
bencana dan pemadaman kebakaran;

f. Pelaksanaan kebiiakan penga$rasan, pengecekan,
pemantauanlmonitoring dan patroli datam rangka
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pencegahan dan penanggulangan kebakaran
bangunan, hutan dan lahan;

g. Pelaksanaan trErr5rusun€rn kebijakan pemantauan,
pencegahan, penanggula*gan, dan 5rustisi kebakaran
bangunan, hr.rtan dan lahan secara terpadu ditingkat
Kecamatan dan Kelurahan/Desa;

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang serta tugasnYa.

Uraian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat meliputi:

a. Merabuat Rencana Kegiatan dan Anggaran {RKA} dan
Program Kerja Bidang ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

b. Merencanakan oprasional urusan bidang ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, serta
pemadaman kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

c. Men5rusun daa menghimpun bahan-bahan dalam
perumusan kebijakan darr praturan lainnya tentang
penyelenggaraan ketertiban umum da* ketenteraman
masyarakat, serta pemadaman kebakaran;

d. Mengordinasikan plaksanaan pengendalian
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

e. Mengordinasikan pengawasan darr pengendalian
massa demonstrasi;

f. Men5rusun standar operasional prosedur
penyelengaraan ketertiban umum dan ketenteraraan
masyarakat;

g. Mengoordinasikan pelaksanaan operasi gabungan
pengendalian ketertibaa umum dan ketenteraman
masyarakat dengan instansi terkait;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan trEngamanan,
pengaurasan dan penjagaan aset-aset pemerintalt
daerah;

i. Meagmrdinasikan pelaksanaan peng€trrunan dan
pengauralan pejabat pemerintah dan tarnrr-tamu
penting {VIP dan VVIP};

j. Mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan dan
penjagaan tempat-tempat penting untuk rnenghindari
gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat;

k. Mengoordinasikan penyelenggaraan pengendalian' ketenterannan dan ketertiban umum lintas kecamatan
dengan instansi terkait;

l. Mengoordinasikan plaksanaan kerja sama latihan
pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum di
lingkup tugasnya deagan instansi terkait;
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Mengoordinasikan penyelesaian dan
keluhan mas5rarakat terkait dengan pelaksanaan
untsaa keteateraman dan ketertiban umum;

Mengordinasikan penyelenggaraan pencegahan dan
pengendalian pemadaman kebakaran;

Mengoordinasikan penJrusunan kebutuhan sarana
dan prasarana dalam rangka pencegahan dan
pengendalian pernadam€rn kebakaran;

p. Mengevahrasi pelaksanaan tugas dan
menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya
serta mencari alternatif pemecahannya;

q, Mengoordinasikan penyelenggaraan apel PaS, apel
sore, apel hrar biasa setiap Hari Senin awal bulan dan
peringatan hari-hari besar nasional di lingkup satuan
polisi palnong praja;

r. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau
kegiatan lainnya kepada atasan;

s. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada
atasan;

Membagi tugas dan memhri petunjuk kepada
bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketenttran yarrg berlaku;

Menilai hasil kerja bawalran dengan memoaitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan
pengembangan karier;dan

v. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yarrg
diberikan oleh atasan.

Pasal 15

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
terdiri dari:

a. Seksi Operasi dan Pengendalian;

b. Seksi Sarana Bantuan dan Pemadam Kebakaran.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksarakan tugas berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentrarlao Masyarakat,

Pasal L6

Seksi Operasidan Pengendalian mempllr{rai tugas'merencanakan, memimpin, melaksanakan,
mengeadalikan operasi ketertiban umum dan
keteateraman masyarakat;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Operasi dan Pengendalian memiliki fungsi:

t.

(l)

{21

{1}

PAftAF KOORDIN

(21



{3}

a. Pen5rusunan program dan teknis kegiatan Seksi
Operasi dan Pengendalian;

b. Pelaksanaan kebijakan tentang operasi pengendalian
penertiban dafaxo rangka ketertiban umurn dan
ketenteraman masyarakat;

c. Pengkoordinasian dan pengendalian otrrerasi dan
penertiban di lapangan;

d. Pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan terhadap
masyarakat agar mematuh.i dan mentaati Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

e. Pel;aksanaan Penertiban atas pelanggaran Peraturan
yang berlaku;

f. Pelaksanaan Evaluasi daan membuat laporan hasil
kegiatan {Pelaksanaan tugas} secara berkala;

g. Pelaksanaan trrgas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan tugas pokok dan ft:ngsinya.

Uraian T\rgas Seksi Operasi dan Pengendalian meliputi:

a. Melaksanakan operasi pengaxrasan dan pengeadalian
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

b. Melaksanakan oprasi gabungan pengendalian
ketertiban umurn dan ketenteraman masyarakat
dengan instansi terkait;

c. Melaksanakan pengamanan, pengasrasan dan
penjagaan aset-aset pemerintah daerah;

d. Melaksanakan peagamanan dan pengawalan pejabat
pemerintah dan tamu-tamu penting {VIP dan VWP};

e. Melaksanakan peng€rmanan dan penjagaan tempat-
tempat penting untuk menghiadari gangguan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

f. Melaksanakan kerja sama latihan pengendalian
ketenteraman dan ketertiban umum di lingkup
tugasnya dengan instansi terkait;

g. Melaksanakan penyelesaian pengaduan dan keluhan
masyarakat terkait dengan pelaksanaan urusan
ketenteraman dan ketertiban umum;

h. Men5rusun bahan-bahan evaluasi dalam pelaksanaan
tugas dan menginventarisasi permasalahan di linglup
tugasnya;

i. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas danlata,u
kegiatan laianya kepada atasan;

j. Melaksanakan tugas kedinasan laianya yang
diberikan oleh atasan.
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Pasal 17

Seksi Sarana, Bantuan dan Pemadaman Kebakaran
mempunyai tugas mereacanakan, meru[tuskan,
mengelola/menyiapkan sarana, dan melaksanakan
bantuan, mencegah, mengendalika:r dan menanggulangi
bencana serta memadamkan kebakaran, mengevaluasi,
memberikan arahan dan petunjuk kepada bawahan serta
memeriksa, mengoreksi hasil kerja bawahan dan
membuat laporan kegiatan;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (11, Seksi Sarana Bantuan dan Pemadaman
Kebakaran memiliki fungsi :

a" Pen5rusunan kebiiakan teknis, inventarisir kebutuhan
dan penyiapan perencanazln program serta Rencana
Kerja Anggaran {RKA} kegiatan;

b. Penyiapan, penJnrsunan bahan, nofina, Standar
Oprasional Prosedur (SOq, Prosedur Tetap (Protap),
manual pencegahan bahaya kebakaran dan aturan
lain sesuai dengan perundang-undangan;

c. Pelaksanaan pengkoordinasian, pengontrolan,
pendistribusian tugas, pembimbingan dan
pngarahan kegiatan kep.da bawahan;

d. Pelaksanaan pendidikan, pelatilran, kursus,
pembinaan, penSmluhan, sosialisasi, simulasi bagt
anggota Pemadam Kebakaran;

e. Pelaksanaan kegiatan rekruitmen, pendidikan,
pelatihan, kursus, pembinaan, trrenSnrluhan,
sosialisasi, simulasi bagi tenaga sukarela pertolongan
bencana kebakaran;

f. Pelaksanaan kegiatan trremantauan, pencegahan,
penanggulangan, dan yustisi kebakaran bangunan,
hutan dan lahan secara terpadu ditingkat Kecamatan
dan Kelurahan/Desa;

g. Pelaksanaan pemeliharaan, Pemeriksaan
kesiapan/kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan
peralata* pemadaman dan penyelamatan serta
bantuan bencana lain;

h. Pelaksanaan koordinasi periziaan pemanfaatan
gedung dengan instansi pmerintah dan swasta dalam
pencegahan, pengendalian dan penanggulangan
bencana dan pemadaman kebakaran;

i. Pelaksanaa* pengaurasan, trrengecekan,
pemantauanlmonitoring dan patroli dalam rangka

' pencegahan dan penanggulangan kebakaran
bangunan, hutan dan lahan;

j. Pelaksanaan dokumentasi, membuat rambu-rambu
rawan kebakaran darr meayelusuri peta wilayah
rasrarr kejadian bencana dan kebakaran.

{21
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{3}

k. Pelaksaaaan rapat evaluasi dan penJruslrnan
penyampaian laporan kegiatan;

1. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas pkok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Sarana Bantuan dan Pemadam
Kebakaran :

a. Men5rusun rencana kerja dan progmm berdasarkan
data tahun sebelumnya sebagai bahan Calam
pelaksanaan kegiatan di seksi trrernadam kebakaran;

b. Melaksanakan koordinasi dengan dinas dan instansi
terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan h,rgas;

c. Melaksanakan pengadaan, pembangunan, perbaikan
peralatan dan pemeliharaan alat sarana dan
pras€irana pemadam kebakaran;

d. Melaksanakan pembinaan, P€nBendalian dan
pengaurasan dan pencegahan kebakaran;

e. Melaksanakan koordinasi penga$rasan areal
kebakaran;

f. Membagi tugas dan memberi pehrnjuk kepada
bawalean dengan cara tertulis atau lisan agar
bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya;

g. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pekerjaan
bawahan berdasarkan hasil kerja dengan
membandingkan dengan pehrnjuk kerja untuk
mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyempurnaannya;

h. Menilai kinerja para bawatran di ling$ungan Seksi
Pemadam Kebakaran berdasarkan ketentuan yang
berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;

i. Menghimprrn dan mempelqiari peraturan perundang-
undangan, kebiiakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan peaJru$rnan program-program pada Seksi
Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan landasan
kerja;

j. Menginventarisa.si permasalahan yang berhubungan
dengan penFrsuflan program-program di lingkungan
Seksi Pemadam Kebakaran serta meayiapkan bahan-
bahan dalam rangla pemecahan masalah;

k. Mengevaluasi pelaksanaan &rgas berdasarkan data,
. informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan

penyempunlaan lebih lanjut;

1. Memberikan saran prtimhangan kepada atasan
tentang langkah-langkah atau tindaf<an yang perlu
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diambil baik secara tertulis maupun lisan sslagF.i
alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;

m. Menyampaikan laporan hasil pelaksacaan tugas
dan/atau kegiatan kelrada atasan;

n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
yang diberikan atasan.

Paragraf3

Bidang Sumber Daya Aparatur
Pasal L8

Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas
memimpin, merencanakaa, membimbing, mengawasi dan
memberikan petunjuk bagt pelaksanasn tugas bauralran,
serta mengembangkan kemampuan Sumber Daya
Aparatur dalam penyelenggaraan ketertihn umum dan
ketenteraman masyarakat dan menegakkan peraturan
daerah, peraturarl Bupati dan keputusan Bupati;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1!, Bidang Sumber Daya Aparatur memiliki fungsi :

a. Penetatrran per{Iusr.rnan rencana dan program kerja
pengelolaan sumber daya aparatur Satuan Polisi
Pamong Praja;

b. Penetapan rumusan kebijakan perrJrusunan bahan
kebijakan tekrris danfasilitasi pelatihan dasar,
pelatihan teknis dan lrningkatan kapasitas sumber
daya aparatur Polisi Pamong Praia;

c. Penetapan rumus€Ln keb{iakan penJrusutan dan
pengolahan data kegiatan pendidikan dan pelatihan
dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas
anggota Polisi Pamong Prafa;

d. Penetapan rumusan kebijakan pendidikan dan
pelatihan dasar serta peningkatan kemampuan dan
r^ranf,rasan Penyidik PNS Penegakaa Perda/Perbup;

e. Penetapan rumusarl kebiiakan operasional sumber
daya aparatur PolisiPamoag Praja;

f. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan data
anggota Potsi Pamong @ia;

g. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan internal di
liagkungan Satuan-

h. Pelaksanaan evaluasi kegiratan Bidang Sumber Daya
Aparatur melalui hasil yang telah dicapai sehingga
dapat mengukur pencapaian kinerja;

i. Pen5rusunan laporan kegiatan Bidang Sumber Daya
Aparatur untuk diketahui kinerja yang telah
dilaksanatcan;
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j- Pe}aksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai tugas dan fungsinya.

(31 Uraian tugas Bidang Sumber Daya Aparatur meliputi :

a. Merr5rusun rencana kerja Bidang Sumber Daya
Aparatur sesuai dengan rerrcana kerja Satuan;

b. Merumuskan kebijakan pen5rusunan bahan kebi$akan
teknis dan fasilitasi pelatihan dasar, pelatihan teknis
dan peninskataa kapasitas sumber daya aparatur
Polisi Pamong Praja;

c. Merumuskan kebijakan perrJrusunan dan pengolahan
data kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar,
pelatihan teknis dan peninglatan kapasitas anggota
Polisi Pamong Praja;

d. Merumuskan kebiiakan pendidikan dan pelatihan
dasar serta peningkatan kemampuan dan wawasan
Penyidik PNS Penegakan Perda/Perbup;

e. Merumuskan kebijakan operasional sunber daya
aparatur PolisiPamong @ia;

f. Merumuskan keblfakan pengelolaan data anggota
Polisi Pamong Praja;

g. Merr.rmuskan dan melrJrusun Kerjasama
pengembangan kemampuan dan kapasitas aparat
Polisi Pamong Preia dengan TNI/Polri dan Kejaksaan;

h. Mengoordiaasi hwahan agar tcrjalin kerjasama yang
baik dan sating mendukung;

i. Menegakkan disiplin aparatur di liagkungan Satuan;

j. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan
pengembangan karier;

k. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala
Satuan tentang lang$ah-langkah atau tindakan yang
perlu diambil baik secara terfulis malrpun lisan
sebagai alternatif pilihan dalaan pengambilan
keputusan;

l. Melaprkan hasil pelaksanaan tugaslkegiatan kepada
atasan.

m. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 19

(11 Bidang Sumber Daya Aparahrr, terdiri dari;
'a. Seksi Pelatihan Dasar;

b. Seksi Pengembangan dan Pernberdayaan SDM-
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Pasal 2O

tl) Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas nlerencaflakan,
membimbing, melaksanakan, mengendalikan,
mengevaluasi, memberi arahan dan petunjuk kepada
bawahan; memeriksa, mengoreksi hasil kerja bawahan
dan membuat laporan kegiatan seksi pelatihan dasar;

(21 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Seksi Pelatihan Dasr memiliki fungsi :

Perencanaan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar dari hasil
perumusan program dengaa merr5rusun kegiatan agar
terencana dengan baik;

Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan
dasar dan kesamaptaan anggota. Satuan Polisi Pa:nong
Praja;

PenSrusunan dan pengolahan data kegiatan
pendidikan dan pelatihan dasar kesamaptaan Anggota
Satuan Poiisi Pamong Preia;

Pelaksanaan pengelolaan data dasar Anggota Satuan
Polisi Pamong Praja;

Pelaksanaan otrrerasional kegiatan Seksi Pelatihan
Dasar Bidang Sumber Daya Aparatur Polisi Pamong
Praja;

Pelaksanaan operasional pelatihan dasar, pengelolaan
data dan administrasi PPNS;

PenSrusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pelatihan Dasar untuk diketahui tiagkat kinerja yang
telah dilaksanakan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pirnpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya;

(3) Uraian Ttrgas Seksi Pelatihan Dasar.

IvIenlrusun rencana program kerja berdasarkan data
tal'un sebelumaya sebagai bahan dalam pelaksanaan
kegiatan pelatihan dasar dan kesamaptaan;

Mengumpulkan dan mengelola informasi yang
berhubungan dengan pelatihan dasar dan
kesamaptaan;

Menyiapkan bahan pen5rustrrran kebijakan, pedoman
dan petuqiuk teknis di seksi pelatihan dasar;

Melaksanakan koordinasi dengan dinas dan instansi
terkait sesrrai dengan bidang tugas dalam rangka
kelancaran pelaksanaan pelatihan dasar dan
kesamaptaan;

Menyiapkan bahan-bahan yang berkenaan dengan
kegiatan kesehataa jasmani bagi anggota satuaa polisi
pamong prqia dan pemadam kebakaran;

b.

c.

d.

e.
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f. Melaksa:raka* pembinaan kesehatan jasmani secara
berkala;

g. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara
tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan
memahami pekerjaannya;

h. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pekerjaan
bawahan herdasarkan hasil kerja dengan
membandingkan denga-n petunjuk kerja untuk
ruengetahui adarrya kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyempurna€mr{ra;

i. Menilai kinerja para bawahan di lingkungan Seksi
Pelatihan Dasar berdasarkan ketentuan yang berlaku
untuk dipergunakan sebagai bahan dalam pembinaan
dan peningkatan karier;

j. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebiiakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan pelr1rusunan program-program pada Seksi
Petatihan Dasar sebagai pedoman dan landasan kerja;

k. Menginventarisasi permasalahan yarrg berhubungan
dengan penlru$man program-program di lingkungan
Seksi Pelatihan Dasarserta menyiapkan bahan-bahan
dalam rangka pemecahan masalah;

1. Menyampaikan latrroran hasil pelaksanaan tugas
dan/ atau kegiatan kepada atasan;

m. Melaksanakan hrgas-tugas kedinasan Lainnya yang
yang diberikan atasan.

Pasal 21

Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM dipimpin
oleh seor€ag Kepala Seksi yang berada di bawah dan
pertanggung jawa.ban kepada Kepala Bidang serta
mempunyai tugas merencanakan, membimbing,
melaksanekan, mengendalikan, mengevaluasi, memberi
arahan dan petunjuk kepada bawahan, memeriksa,
mengoreksi hasil kerja baq'ahan dan membuat laporan
kegiatan seksi Pengembaagan dan Pemberdayaan SDM;

Dalam menjalankan tugas sebagaimana diraaksud pada
ayat {1}, Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan SDM
memiliki fuirgsi :

a. Perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan
Femberdayaan SDM dari hasil Frumusan program
derrgan men5rusun kegiatan agar terencana dengan
baik;

b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi pelatihan
teknis dan pningkatan kapasitas sumber daya
aparatur Polisi Pamong Praja;
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PenSrusunan dan peagolahan data kegiatan pelatihan
teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur Polisi Pamong Praja;

Pelaksanaan operasional Pengembangaa dan
Pemberdayaan SDM Aparahrr Polisi Pamong Praia;

Feiaksanaan operasional peningkatan kemampuan
dan urawasan Penyidik PNS Penegakan Perda/Perbup;

Pen5rusunan evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM untuk
diketahui tingkat kinerja yang telah dilaksanakan;

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

{3} Uraian tu.gas Seksi Pengembaagan dan Pemberdayaan
SDM :

1.

Men5rusun renca.na progran kerja berdasarkan data
tahun sebelumrrya sebagai bahan dalam pelaksanaan
kegiatan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM;

Mengumpulkan dan mengelola informasi yang
berhubungan dengan Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM;

Melaksanakan kmrdinasi dengan dinas dan instansi
terkait sesuai dengan bidang tugas dalam rangka
kelaacaran pe*aksanaan tugas;

Menyiapkan bahan penirusunan kebijakan, pedoman
dan petunjuk teknis di seksi Pengembangan dan
Pemberdayaan SDM;

Merencanakan program latihan-latihan dalam rangka
meningSatkan kapasitas sumber daya manusia dan
kinerja anggota satuan polisi pamong pr{a;

Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara
tertulis atau lisan agar bawahan mengerti dan
memahami pekerj aannya;

Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol pekerjaan
bawahan berdasarkan hasil kerja dengan
membandinglran deagan petunjuk kerja untuk
rnengetahui adarrya kesalahan atau kekeliruan serta
upaya penyemprrrnaanaya;

Menilai kinerja para bawahan di lingftungan Seksi
Pengembangan dan Pemberdayaan SDM berdasarkan
ketentuan yarrg berlaku untuk dipergumt<an sebagai
bahan dalam pembinaan dan peoingkatan karier;

Meaghimpun dan mempel4iari peraturan perundang-
undangan, kebiiakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan'
dengan perrJm$rnan program-Program pada Seksi
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Pengembangan dan Pernberdayaan SDM sebagai
pedoman dan landasan kerja;

j. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan
dengan pen5rusunan program-program di lingkungan
Seksi Pengembangan dan Pemberdayaart SDM serta
menyiapkan bahan-bahan dala.rrr rangfua pmecahan
masalah;

k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan kepada atasan;

l. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
yang diberikan atasan.

Paragraf4

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal22
(1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas

memimpin, meretlcanakan, membimbing, mengawasi, dan
memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya,
serta mengembangkan kemampuan sumber daya
aparatur dalam penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

(2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat memiliki fungsi:

a. PeaSrusunan program, rencalra kegiatan dan angaran
tahunan Bidang Perlindungan Masyarakat;

b. Penyiapan bahan runrusan kebijakan, fa.silitasi serta
menghimpun data dan informasi yang terkait lingkup
Seksi Perlindungan Masyarakat dan Seksi Bina
Potensi Masyarakat;

c. Pelaksanaan kebiiakan tentang Sat-Linmas dalam
kegiatan perlindungan masyarakat;

d. Pelaksanakan bimhingan tekcis, supervisi dan
pelatihan sumber daya SatuanPerlindungan
Masyarakat dalam rangka menaoggulang bencana
alam, pembantuan keamanan, ketenteraman dan
ketertiban masyarakat, s€rta pembantuan dalam
kegiatan sosial keraasyarakatan;

e. Pengkordinasian pembuatan prosedur tetap (PROTAP)
terkait dengan penugasan satuan Linmas dalam
penanganan penyelenggaraan pemilu;

f. Pelaksanaan pembinaan SatuanPerlindungan
Masyarakatdalam rangka
peagamanantr)enyelenggaraan pemilihan llmlrm,
pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepadadesa;

g. Pelaksanaan koordinasi kegiataa perlindungart
masy'arakat dalam rangka pengamanafi.



penyelenggaraan pemilihan tlrmrrn, pemilihan kepala
daerah dan pemilihan kepadadesa;

h. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perlindungan
masyarakat dan bina potensi masyara.kat dalam
penanggulangan bencana, pembantuan keamanan,
ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
pembantuan kegiatan sosial kemasyarakatan dan
upaya pertahaaaa negara;

i. Pen5rusunan rumusErn Monev dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Linmas;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
sesuai dengan tugas dan fungsinYa;

(3) Uraian Tugas Bidang Perlindungan Masyarakatmeliputi :

a. Men5rusun rencana operasional Bidang Perlindungan
Masyarakat sesuai rencana kerja Satpol PP;

b. Mea5rusun reocana penyelenggaraan
penataranllatihan dalam upaya peningkatan SDM
Satuan Perlindungan MasYarakat;

c. Mengoordinasikan pernbinaan dan birnbingan sosial
kepada Satuan Perlindungan Masyarakat;

d. Men5rusun kebijakan teknis dan strategis
pembangunan perlindungan masyarakat;

e. Men5rusun perencanaan dan melaksanakan deteksi
dini terhadap gangguar ketentraman dan ketertiban
umlrm serta pelanggaran Peraturan Daerah di Desa
dan Kelurahan se-Kabupaten Natuna;

f. Mengoordinasikan pembinaan kerjasama dengan
intansi\lembaga terkait dalam pelaksanaan kegiatan
perlindungan masyarakat;

g. Mengoordinasilran pembinaan personil Linmas dalam
rartg!<a upaya prtahanan Negara;

h. Mengoordinasikan bimbingan dan pemberian
perlindungan terhadap korban beocana, kerusuhan
dan kecelakaan massal;

i. Mengoordinasikan satrran perlindungan masyarakat
dan bina potensi masyarakat untuk menanggulangi
dan memperkecil akibat bencana perang' bencana
a-lam dan bencana akibat ulah manusia;

j. Menilai hasil kerja bawahan unhrk bahan
pengembangan karier;

k. Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh
atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

1. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada
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Pasal 23

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri dari;

a. Seksi Satuan Linmas;

b. Seksi Bina Potensi.

Pasal 24

(1) Seksi Satuan Perliadungan Masyarakat mempunyai tugas
merencanakan, memmuskan, melaksanakan
pengendalian, meagevaluasi, memberi arahan dan
petunjuk kepada bawahan, memeriksa, mengoreksi hasil
kerja bararahan dan membuat lapran kegiatan seksi
satuan Linmas;

l2'l Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Seksi Satuan Ferlindungan Masyarakat memiliki
fungsi :

a. Pen5rusunarl rletlcana, prcgram dan tekrris kegiatan
Satlinmas;

b. Penyiapan bahan rumusan kebijakan, fasilitasi,
mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan
meagolah data dan informasi yang berhubungan
dengan Satlinmas;

c. Pembinaan kerjasama dengan intansi\Iembaga terkait
dalam pelaksanaan
masyarakat;

kegiatan perlindungan

d. Pembinaan personil Linmas dalam rangka ulraya
pertahanan Negara;

e. Pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi dengan kelembagaart
Satuan Linmas, tugas, fungsi, wewenang, hak dan
kewajiban satuan Linmas;

f. Pel,aksanaan kegiatan monitoring/pengawasan, dan
pengendalia:r satuan Linmas di lapangan;

g. Penugasan segenap Satuan Linmas dalam menjaga
keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

h. Peningkatan kapasitas aparatur satuan Linmas;

i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaksanaan
program/ kegiatan sesuai dengan TUPOKSI;

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala/
pimpinanl atasan sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

{3} Uraial Ttrgas Seksi Perlindungan Masyarakat meliputi :

a. Men5rusun rencana dan program kerja berdasarkan
data tahun sebelumnya sebagai bahan dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan Satlinmas;
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b. Menyiapkan bahan rumusan kebliaka*, fasilitasi,
mediasi dan komunikasi serta menghimpun dan
meagolah data dan informasi yarrg berhubungan
dengan Satlinmas;

c. Melaksanakan pernbioaan kepada masya-rakat dalam
beatuk pendidikan, pelatihan, workshop dan
penyuluhan;

d. Membina personil Linmas daiam rangka upaya
pertahanaa Negara;

e. Membina kerjasama dengan intansi\lembaga terkait
dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan
masyarakat, terutama pada saat Pemilihan lJmum,
Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Kepala Desa;

t Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi dengaa
kelembagaan Satuan Linmas, tugas, fungsi,
urewenang, hak dan kewajiban satuan Linmas;

g. Menugaskan segenap Satuan Linmas dalam menjaga
keamanan, keterrteraman dan ketertiban masyarakat;

h. Melaksanakan kegiatan monitoringfpengawasan, dan
pngendalian satuan Linmas di lapangan;

i. Melaksanakan analisis dan pengembarigan kinerja
seksi;

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan ffixa- tertulis
atau lisan agar dapat diproses lebih la4iut;

k. Memberi petunjuk kepada bawahan deagan cara
tertulis atau lisan agar barrahan mengerti dan
memahami pekerjaannya;

l. Menilai kinerja paxa bawahan di lingkungan Seksi
Perlindungan Masyarakat krdasarkaa keteatuan
yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan
dalam pembinaan dan peningkatan karier;

m. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-
undangan, kebliakan tekais, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan pen5nrsunan prograrn-prograrln pada Seksi
Perlindungan Masyarakat sebagai pedoman darr
landasan kerja;

n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
danlatau kegiatan kepada atasan;

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikaa atasan.

Pasal 25

(U Seksi Bina Potensi Masyarakat mempurr5rai tugas
merencanakan, merumuskan, melaksanakan,
mengendalikan, mengevaluasi, membimbicg, mernberi
arahan dan petunjuk kepada bautahan, mengoreksi hasil
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kerja bavrahan dan membuat laporan kegiatan seksi
potensi bina masyarakat;

(21 Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat {1}, Seksi Bina Potensi Masya"rakat merniliki fungsi :

a. Penlrusunan rencana) program dan teknis kegiatan
bina potensi rnasyarakat dalam penyeleaggaraan
perlindungan masyarakat;

b. Penyiapan bahan rumusarr kebijakan, fasilitas,
mediasi dan komunikasi serta menglrimpun dan
mengolah data dan informasi yang krhuhungan
deagan Tlrgas Pokok dan Fungsi seksi Bina Potensi
Masyarakat;

c. Pelaksanaan kebiiakan tentang pembinaan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

d. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak terkait
{SKPD/Instansi/ Lembagallnstitusi}, dalam
plaksanaan pembinaan yarig berhubungan dengan
potensi masyarakat;

e. Pembinaan personil Linmas dalam rangka
menanggulangi bencana alam, pembantuan
keasranan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
dan pembantuan kegiatan sosial kemasyarakata:r;

f. Pelaksanaan nronitoring, evaluasi dan pelaporart
program kegiatan Bina Potensi Masyarakat;

g. Pelaksanaan tugas lain y&tg diberikan oleh
pimpinan lkepala/ atasannya sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.

Uraian Tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat meliputi :

a. MenSrusun rencana dan program kerja berdasarl<an
data tahun sebelurnrrya sebagai bahan dalam
pelaksanaan kegiatan pembinaan Potensi masyarakat;

b. Menyiapkan bahan ruilrrtsan kebijakan, fasilitasi,
media.si dan komunikasi serta mengfrimpun dan
mengolah data dan informasi yang berhubungan
dengan Bina Potensi Masyarakat;

c. Melaksanakan kebiliakan tentang pmbinaan potensi
masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan
masyarakat;

d. Memberdayakan potensi masyarakat dalam
. menciptakan dan memelihara ketentraman

masyarakat dan ketertiban urrum;

e. Melaksanakan kerjasama deagan pihak terkait
(SKPDllastansil Lembagallnstitusi), dalam

t3)
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{1}

pelaksanaan lembinaan yang berhubungan dengan
potensi masyarakat;

f. Membina potensi rnasyarakat dalam rangka
menanggulangi bencana a1am, pembantuan
keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
dan pembanttran kegiatan sosial kemasyarakatan;

g. Melaksanakan bimbingan dan koordinasi pemberian
perlindungan terhadap korban bencata, kerusuhan
dan kecelakaan massal;

h. Mengoordinasikan dan membina potensi masyamkat
untuk menanggulangi dan memperkecil akibat
bencana perang, bencana alarn maupun kncana
akibat ulah manusia;

i. Melaksanakan analisis dan pengembangan kinerja
seksi;

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara terttrlis
atau lisan agar dapat diproses lebih lanjut;

k. Memheri petunjuk kepada bawahan dengan cara
tertulis atau lisan agatr bawahan mengerti dan
memahami pekerj aannya;

1. Menilai kinerja para bawahan di linglrungan Seksi
Bina Potensi Masyarakat berdasarkan ketentuan yang
krlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam
pembinaan dan peningkatan karier;

m. Menglrimpun dan mempetajari peraturan perundang-
undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk
teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan
dengan penyusrman program-program pada Seksi
Masyarakat sebagai pedoman dan landasan kerja;

n. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas
dan/ata:u kegiatan kePada atasan;

o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang
diberikan atas.

BAB UI

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok jabatan fungsional yang diberiha hak dan
wewenafig sesuai kendalirrya dalam rangka mendukung
tugas dan fungsi SATFOL PP Tipe A Kabupaten Natuna;

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas khusus
sesuai dengan bidang keahliannya berdaerkan peraturan
perundang-undangan;
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{3}

(4)

Kelompok jabatan fungsioaal terdiri dari tenaga
fungsional Pol PP dan jabatan fungsional lainnya sesuai
dengan bidang keahliannya;

Jumlah tenaga fungsional dibentuk berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja yang dipimpin oleh seorang
tenaga fungsional yang senior yang ditunjuk;

Jenis dan perjenjangan dan jabatan fungsional diatur
dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB TV
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

Kepala Sahran dianglat dan diberhentikan oleh Bupati;

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala
Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul
Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pengangkatan jabatan struktr.rral pada Satuan Polisi
Pamong Praja diprioritaskan dari lingkungan Satuan
Polisi Pamoag Pr4ia;

?ata Kerja

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasaya setiap pimpinan unit
organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi
dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar sahran organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar
Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengaurasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi
penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Setiap pimpinan satuErn organisasi bertanggung jaurab
memimpin dan Meagoordinasi bawahan masing-masing
dan memberikan bimbingan serta petuajuk-petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala
tepat pada waktunya.

Setiap lapran yang diolah dan dipergunakan sebagai
bahan pen)ru$rlan laporan lebih lanjut dan untuk
memberikan petunjuk kepada bawahan.

ts)
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t3) Dalarrr menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secar€r fi:ngsional mempunyai
hubungan kerja.

t4) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan
organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya
dan dalam rangka pernberian bimbingan kepada bawahan
masing-ma*i*g, wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 3O

Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dibebankaa kepada
APBD I{a.bupaten Natuna dan atau Pernerintah Pusat.

BAB V
Ketentuan Penutup

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal t Of,Q0 ber ?AL9

Diundangkan di Ranai
pada tanggal I )VOt"ur 1'oL'
SEXRETARIS DAIRAII
KABT'PATEIT ilATITITA,.
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BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMAR ffi
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